SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

-~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN-TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah' memeriksa, mengadili dan menjatuhkan

putusan dalam sidang Majelis Hakim dalam perkara harta bersama antara:

Pembanding, tempat dantanggal lahir Garut, 12 Februari 1981, agama Islam,

pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat
tinggal/kediaman di Kab. Garut, Jawa Barat, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Jahuri, S.H., M.H. dan Vera
Natalia Savitri, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum
yang tergabung pada Lembaga Divisi Hukum dan Ham Al-
Fauzaniyah Yayasan Komunitas Biro & Bantuan
Hukum/BIRBAKUM, beralamat di Jl. Sadahurip No. 36 A
RT. 05 RW. 05, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota,
Kabupaten Garut, Propinsi- Jawa Barat, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2022 yang telah
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut Nomor
3230/SK/Adv/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022, semula
sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi
sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Garut, 20 Februari 1985, agama Islam,

pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
tempat tinggal/kediaman di Kab. Garut, Jawa Barat, dalam
hal ini - memberikan kuasa kepada Yadi S. Saputra, S.H.,
M.H. dan Saifan Dzulgarnain, S.HI., para Advokat pada
Kantor Hukum YADI S. SAPUTRA & ASSOCIATES,
berkantor di Jalan Suherman Nomor 36, Desa Jati,
Kecamatan  Tarogong Kaler, Kabupaten  Garut,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2022
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yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Garut Nomor 3932/SK/Adv/VIINI2022, tanggal 25 Agustus
2022, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA
Memperhatikan semua uraian-yang termuat dalam Putusan Pengadilan
Agama Garut Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Grt tanggal 22 Juni 2022
Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulgaidah 1443 Hijriah yang amarnya

sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;

2. Menyatakan bahwa Harta-Harta tersebut dibawah ini merupakan Harta
bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berupa:

a. Sebidang tanah Hak Milik Adat terletak di Kabupaten Garut seluas 168
M2 (Seratus Enam Puluh Delapan Meter Persegi) yang telah berdiri
bangunan rumah lantai dua sebagaimana dalam Sertifikat Nomor <No
SHM>. NIB <No NIB> yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan
Kabupetan Garut tanggal 10 Juli 2013, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah milik
- Sebelah Timur : Tanah milik
- Sebelah Selatan : Tanah milik
- Sebelah Barat : Tanah milik

b. Sebidang tanah Hak Milik Adat Persil Nomor ###, Blok ###. Kohir.
Nomor ### Garut seluas 315 M2 (tiga Ratus Lima Belas Meter perseqgi),
beli yang telah diterbitkan Akta Jual Beli Nomor <No AJB> yang dibuat
pada tanggal 17 Mei 2018 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Kabupaten Garut, dengan
batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah
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- Sebelah Timur : Tanah
- Sebelah Selatan : Tanah
- Sebelah Barat : Tanah
. Sebidang tanah Hak Milik Adat Persil Nomor ###, Blok ###. Kohir.
Nomor ### Garut seluas 280 M2 (Dua Ratus delapan puluh Meter
persegi) beli, sekarang telah berdiri. bangunan yang telah diterbitkan Akta
Jual Beli Nomor <No AJB> yang dibuat pada tanggal 30 April 2018
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat

Kabupaten Garut, dengan batas-batas:

-Sebelah utara : Tanah
-Sebelah Timur : Jalan
-Sebelah Selatan : Carik
-Sebelah Barat : Tanah;

. Sebidang tanah Hak Milik Adat Persil Nomor ###, Blok ###. Kohir.
Nomor ### Garut seluas 698 m2 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan
Meter persegi) beli yang telah diterbitkan Akta Jual Beli Nomor <No
AJB> yang dibuat pada tanggal 06 Januari 2015 dihadapan Pejabat
Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kabupaten Garut,
dengan batas-batas:

-Sebelah utara : Selokan

-Sebelah Timur : Tanah

-Sebelah Selatan : Tanah

-Sebelah Barat : Tanah;

. Sebidang tanah Hak Milik Adat Persil Nomor ###, Blok ###. Kohir.
Nomor ### Garut seluas 777 M2 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Meter
persegi) beli dari tuan yang telah diterbitkan Akta Jual Beli Nomor <No
AJB>yang dibuat pada tanggal 06 Januari 2015 dihadapan Pejabat
Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kabupaten Garut

dengan batas-batas:

-Sebelah utara : Tanah
-Sebelah Timur : Tanah
-Sebelah Selatan : Tanah
-Sebelah Barat : Tanah
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Bahwa Sebidang tanah Hak Milik Adat Persil Nomor ###, Blok ###.
Kohir. Nomor ### Garut, pada tahun 2018 telah dijual sebagaian kepada
seluas kurang lebih 294 M2 (dua ratus sembilan meter persegi) atau
seluas kurang lebih 21 (dua puluh satu) tumbak dan sisanya merupakan
tanah milik Penggugat dan Tergugat yang luasnya kurang lebih 481 M2
(empat ratus delapan puluh satu meter persegi) sekarang adanya
perubahan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah
- Sebelah Timur »Tanah
- Sebelah Selatan . semula berbatasan dengan Tanah dan

sekarang berbatasan dengan
- Sebelah Barat : Tanah;
Sebidang tanah Hak Milik Adat yang terletak di Kabupaten Garut seluas
282 M2 (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Meter Persegi) sebagaimana
dalam Sertifikat Nomor <No SHM>. NIB <No NIB> yang diterbitkan oleh
Kantor Pertanahan Kabupetan Garut, dengan batas-batas
- Sebelah utara : Tanah milik
- Sebelah Timur : Tanah milik
- Sebelah Selatan : Tanah milik
- Sebelah Barat . Jalan Gang;
.. Sebidang tanah Hak Milik Adat seluas 245 M2 (Dua Ratus empat
puluh lima Meter persegi) atau 17.5 tumbak, yang telah berdiri
bangunan terletak di Kabupaten Garut yang dibeli pada tahun 2018
dengan batas-batas:
-Sebelah utara : Tanah milik
- Sebelah Timur . milik dan tanah milik
- Sebelah Selatan :Jalan Desa
- Sebelah Barat : Tanah milik;
. Sebidang tanah Hak Milik Adat terletak di Kabupaten Garut seluas 247
tumbak, atau seluas kurang lebih 3836 M2 (tiga ribu delapan ratus tiga
puluh enam meter persegi) yang dibeli pada tahun 2014 dengan batas-

batas:
- Sebelah utara : Tanah milik
- Sebelah Timur : Tanah milik
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- Sebelah Selatan : Tanah milik

- Sebelah Barat : Tanah milik;

Sebidang tanah Hak Milik Adat yang dibeli pada tanggal 27 Desember
2013 seluas kurang lebih 1561 M2 (seribu lima ratus enam satu meter
persegi) atau kurang lebih 111.5 tumbak telah dibuatkan Akta Jual Beli
Nomor <No AJB> tanggal 05 Maret 2014 dihadapan Pejabat Pembuat
Akta Tanah sementara (PPATS) Camat Kabupaten Garut yaitu Sebidang
tanah milik adat dengan Persil Persil Nomor ###, Blok ###. Kohir.
Nomor ### Garut dengan luas tanah 1027 M2 (seribu dua puluh tujuh
meter persegi) dengan batas-batas:

-Sebelah utara : Tanah milik

- Sebelah Timur : Tanah milik

- Sebelah Selatan : semula Tanah milik sekarang tanah milik

- Sebelah Barat : Tanah milik

Sebidang tanah Hak Milik Adat yang dibeli pada tanggal 27 Desember
2013 yang merupakan sisa tanah seluas 111.5 tumbak atau seluas
kurang lebih 1561 M2 (seribu lima ratus enam satu meter persegi)
setelah dikurangi luas tanah 1027 M2 (seribu dua puluh tujuh meter
persegi) sebagaimana dalam Akta Jual Beli Nomor <No AJB>, maka sisa
tanah tersebut yang terletak di Kabupaten Garut adalah seluas 534 M2
(lima ratus tiga puluh empat meter persegi) dengan batas-batas;

- Sebelah utara . Tanah milik

- Sebelah Timur  :Tanah milik

- Sebelah Selatan : Tanah milik

- Sebelah Barat : Tanah milik;

. Sebidang tanah Hak Milik Adat hasil- pembelian pada tanggal 28
Desember 2013 seluas 26.5 tumbak atau seluas kurang lebih 371 M2
(tiga ratus tujuh puluh-satu meter persegi) yang terletak di Kabupaten
Garut dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah milik

- Sebelah Timur : Tanah milik

- Sebelah Selatan : Tanah milik

- Sebelah Barat : Tanah milik;
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I. Sebidang tanah Hak Milik Adat hasil pembelian pada tahun 2017 seluas
20 tumbak atau seluas kurang lebih 280 M2 (dua ratus delapan puluh
meter persegi) yang terletak di Kabupaten Garut dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah milik
- Sebelah Timur : Tanah milik
- Sebelah Selatan : Tanah Jalan

- Sebelah Barat : Tanah milik

3. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut pada petitum point 2, (a, b,
c, d, e, f, g, hy | j, k. dan 1) masing-masing, Penggugat Konvensi mendapat
bagian 50% (setengahnya) dan Tergugat Konvensi mendapat bagian 50%
(setengahnya), dengan ketentuan harus mendapatkan harga sesuai
penilaian Apraisal vyaitu nilai® harta tersebut melalui proses analisa

profesional;

4. Menghukum kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang
masing-masing telah menguasai harta bersama tersebut, untuk masing-
masing menyerahkan bagian harta bersama tersebut secara adil dan merata
sama nilai sesuai harga jual pasaran dan atau sesuai ‘dengan harga
menurut Afraisal sebagaimana yang tercantum pada amar point 3, dan jika
tidak diserahkan secara natura (suka rela) maka akan dijual secara In
Natura yaitu di jual lelang melalui Kantor lelang Negara, dan hasil lelang

tersebut dibagi dua sama rata dan sama nilai;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:
Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya
perkara ini sejumlah Rp 4.490.000.00,-(empat juta empat ratus sembilan puluh

juta rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut dibacakan tanggal 22 Juni 2022

Kuasa Hukum Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir
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dalam persidangan;

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Garut tersebut telah diberitahukan

kepada Tergugat pada tanggal 7 Juli 2022;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, Tergugat
sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana
tercantum dalam Akta Permohonan 'Banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Garut ' tanggal 21 -~ Juli - 2022 Nomor <No
Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Grt, permohonan banding tersebut telah diberitahukan
kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 26 Juli 2022;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding dengan suratnya
tanggal 5 Agustus 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut
tanggal 5 Agustus 2022 yang pada pokoknya keberatan atas Putusan
Pengadilan Agama Garut Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Grt tanggal 22 Juni
2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulgaidah 1443 Hijriyah dan
mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung membatalkan dan
memperbaiki Putusan - Pengadilan = Agama  Garut Nomor = <No
Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Grt. tanggal 22 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 22 Dzulgaidah 1443 Hijriyah dengan Mengadili’ sendiri serta
memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima . dan mengabulkan Permohonan. Banding yang
diajukan Pembanding;

2. Membatalkan = Putusan < Pengadilan —~Agama Garut Nomor: <No
Pkr>/Pdt.G/2021 /PA.Grt Tanggal 22 Juni 2022;

3. Membatalkan Putusan Sela Nomor: <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Grt tanggal
27 April 2022;

4. Menyatakan secara formil Akta Jual Beli dan Kwitansi bukan merupakan
bukti kepemilikan hak atas tanah untuk menguatkan kedudukan Harta
Bersama dalam Gugatan Harta Bersama yang diajukan Pengugat
Konvensi.

5. Menghukum Termohon Banding untuk membayar segala biaya-biaya yang

timbul dari perkara ini;
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Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cqg. Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

(Ex aequo et bono).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada

Terbanding pada tanggal 11 Agustus 2022;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan
Kontra Memori Banding pada tanggal 25 Agustus 2022 sebagaimana Tanda
Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama
Garut Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Grt. tanggal 26 Agustus 2022, pada
pokoknya mohon kepada Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding yang
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mempertahankan
/menguatkan Putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Garut
Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Grt. tertanggal 22 Juni 2022 dengan mengadili
sendiri serta memberikan putusan/menguatkan putusan yang amarnya sebagai
berikut:
1. Menyatakan dan menerima Kontra Memori Banding Terbanding
2. Menguatkan putusan Pengadilan -~ Agama Garut ‘Nomor: <No

Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Grt tanggal 22 Juni 2022;

3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada

Pembanding pada tanggal 30 Agustus 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada
tanggal 11 Agustus 2022, tetapi Pembanding tidak melakukan inzage
sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor <No
Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Grt tanggal 26 Agustus 2022;

Bahwa Terbanding juga telah diberitahu untuk melakukan inzage pada
tanggal 2 Agustus 2022, tetapi Terbanding tidak melakukan inzage

sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor <No
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Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Grt tanggal 26 Agustus 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 21 September 2022 dengan
Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding
tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Garut dengan
tembusan masing-masing kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat
Nomor W10-A/3057/HK.05/IX/2022 tanggal 21 September 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama
berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 61
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai legal

standing untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No
Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Grt. diucapkan pada tanggal 22 Juni 2022 dengan dihadiri
oleh' Penggugat di luar hadirnya Tergugat, sedangkan pemberitahuan isi
putusan kepada Tergugat dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2022, karenanya
pengajuan permohonan banding pada tanggal 21 Juli 2022 masih dalam
tenggang waktu banding dan diajukan menurut tata cara sebagaimana tersebut
dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947
Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Oleh karena itu Majelis Hakim
Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding secara

formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa
dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak
Pembanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu Jahuri,
S.H., M.H. dan Vera Natalia Savitri, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum

yang tergabung pada Lembaga Divisi Hukum dan Ham Al-Fauzaniyah Yayasan
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Komunitas Biro & Bantuan Hukum/BIRBAKUM, beralamat di JI. Sadahurip
No. 36 A RT 05 RW 05 Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten
Garut, Propinsi Jawa barat, berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 20 Juli
2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut Nomor
3230/SK/Adv/VI11/2022 tanggal 21 Juli 2022 dan Terbanding diwakili oleh Yadi
S. Saputra, S.H., dan Saifan Dzulgarnain, S.HI. para Advokat Pada Kantor
HUKUM YADI S. SAPUTRA & ASSOCIATES yang berkantor di Jalan Suherman
Nomor 36 Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2022, yang telah terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut Nomor 3932/SK/Adv/VIII2022,
tanggal 23 Agustus 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan
meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan
tentang advokat dan ternyata Kuasa Pembanding dan Terbanding telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga
dinyatakan mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara
ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai judex facti
berkewajiban ‘untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,
dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut
untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat

Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung
yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan

mengadili perkara a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha
mendamaikan para pihak berperkara dan memerintahkan kepada para pihak
berperkara untuk melakukan mediasi dengan mediator hakim Ahmad Basani,
S.HI. sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi sesuai laporan hasil mediasi
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tanggal 23 Februari 2022 tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian
karena Tergugat enggan hadir saat mediasi, sehingga proses penyelesaian

perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari
dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan
Agama Garut Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Grt. tanggal 22 Juni 2022
Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulgaidah 1443 Hijriyah dan berkas
perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan
pertimbangan-pertimbangan -Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis
Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah
memeriksa dan mempertimbangkan perkara a quo secara tepat dan benar
sesual ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, maka sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan
serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri,
namun - dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan

rasionalisasi pemikiran (ratio decidendi) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara banding, Pembanding
telah mengajukan memori banding, demikian juga Terbanding telah pula
mengajukan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat
Banding akan memeriksa ulang pokok perkara tersebut sebagaimana fungsinya

sebagai Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari
dan meneliti dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari Gugatan
Penggugat, Berita Acara Sidang, Salinan Putusan Pengadilan Agama Garut
Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Grt. tanggal 22 Juni 2022 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 22 Dzulgaidah 1443 Hijyriah dan setelah pula memperhatikan
memori banding dan kontra-memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat
Banding selaku judex facti akan memeriksa kembali perkara ini secara
keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan
Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan
Mahkamah Agung Rl Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 juncto
Putusan Mahkamah Agung RI No. 247K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan
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selanjutnya akan memberikan pertimbangan hukum perkara ini sebagai berikut:
DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat/Terbanding
adalah sengketa harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/
Pembanding sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat/
Terbanding angka 4 (empat), poin 4.1 (empat titik satu) sampai poin 4.12
(empat titik dua belas) yang kesemuanya berupa barang tidak bergerak yang
belum dibagi;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili gugatan Harta
Bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat haruslah terlebih dahulu
dipenuhi beberapa unsur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat
(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
dan Pasal 36 ayat (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat
bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;

2. Undang-Undang Nomar 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 86
ayat (1) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan
harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan
perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan
hukum tetap;

3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan: “Harta kekayaan
dalam perkawinan atau syirkah ‘adalah harta “yang diperoleh baik
sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan
berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan
terdaftar atas nama siapapun’;

4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, adanya harta bersama dalam perkawinan
itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami
atau isteri;

5. Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 ayat (1) Harta bersama sebagaimana
tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak

berwujud. (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak
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bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. (3) Harta bersama yang
tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. (4) Harta bersama
dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas
persetujuan pihak lainnya;

. Kompilasi Hukum Islam Pasal 92 suami atau isteri tanpa persetujuan pihak
lain tidak diperbolehkan menjual atau-memindahkan harta bersama,;

. Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (1). Pertanggungjawaban terhadap
hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing. Ayat (2)
Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan
keluarga dibebankan kepada harta bersama. Ayat (3). Bila harta bersama
tidak mencukupi dibebankan kepada harta suami. Ayat (4). Bila harta suami
tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri;

. Kompilasi Hukum Islam Pasal 95 ayat (1). Dengan tidak mengurangi
ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau isteri dapat meminta Pengadilan
Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya
permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang
merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros,
dan sebagainya. Ayat (2). Selama masa sita dapat dilakukan penjualan
atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan
Agama;

. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 “Janda atau duda cerai masing-masing
berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam

perjanjian perkawinan”;

Menimbang, bahwa di dalam putusan perkara a quo obyek sengketa

sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat/Terbanding angka 4 (empat),

poin 4.1 (empat titik satu) sampai poin 4.12 (empat titik dua belas) telah

dilakukan pembuktian sebagaimana ketentuan yang diatur dalam hukum acara

perdata, baik surat-surat maupun saksi-saksi dari pihak Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Harta Bersama sesuai Pasal

1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah harta kekayaan dalam perkawinan

atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama
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suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya

disebut Harta Bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa dari pengertian Harta Bersama di atas jelas tidak
dapat dibedakan antara penghasilan dari suami atau penghasilan dari istri. Dan
bila dihubungkan dengan perkara a quo fakta menyatakan Penggugat dan
Tergugat menikah pada tanggal 7 Februari- 2005 dengan memperoleh harta
sebagai obyek dalam perkara ini sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2018
dan perceraian terjadi pada tanggal 13 Desember 2018 di Pengadilan Agama
Garut berdasarkan Akta Cerai Nomor <No AC>/Pdt.G/2018/PA.Grt. setelah
menjalani hidup berumah tangga selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun
lamanya dan telah memperoleh harta kekayaan sebagaimana terurai dalam
gugatan tersebut di atas. Oleh karenanya adalah sangat wajar sekiranya
Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta Bersama selama dalam
perkawinannya, maka harta yang diperoleh bersama-sama itu dibagi antara
Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat sesuai Pasal 97 Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata terhadap objek sengketa sebagaimana
disebutkan dalam posita gugatan point 4.1 (empat titik satu) sampai dengan
poin 4.12 (empat titik dua belas), pihak Tergugat/Pembanding mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah seluruh gugatan Penggugat meskipun
pengakuan mana dengan klausula, yaitu harta bersama ini akan dibagi jika
memang kewajiban yang harus dipenuhi oleh keluarga tersebut sudah
dilakukan, misalnya saja pelunasan utang atau pembayaran upah asisten
rumah tangga atau pembayaran-pembayaran lainnya, sehingga patut
diperhatikan bahwa harta yang dibagi adalah harta yang sudah bersih dari

kewajiban pembayaran atau utang;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat tersebut dikuatkan dengan
bukti surat dan saksi-saksi dari Penggugat bahwa objek sengketa tersebut
diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta
dikuatkan pula dengan pemeriksaan setempat (descente), maka sesuai
ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
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jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka objek sengketa sebagaimana
disebut dalam posita gugatan Penggugat/Terbanding pada angka 4 (empat),
poin 4.1 (empat titik satu) sampai poin 4.12 (empat titik dua belas) adalah harta
bersama yang diperoleh selama Pembanding dan Terbanding berumah tangga;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap objek sengketa
sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatan poin 2.5 (dua titik lima), yaitu
sebidang tanah Hak Milik Adat Persil Nomor <No Persil> Kabupaten Garut,
seluas 777 m? (tujuh ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) beli yang telah
diterbitkan Akta Jual Beli Nomor <No AJB> yang dibuat pada tanggal 06
Januari 2015 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)
Camat Kabupaten Garut, dengan batas-batas:

-Sebelah utara : Tanah
-Sebelah Timur : Tanah
-Sebelah Selatan  Tanah
-Sebelah Barat : Tanah

Karena telah dijual sebahagian seluas kurang lebih 294 m? (dua ratus sembilan
meter persegi) atau seluas kurang lebih 21 (dua puluh satu) tumbak, maka
sisanya seluas kurang lebih 481 m? (empat ratus delapan puluh satu meter
persegi) itulah yang harus ditetapkan sebagai harta milik Penggugat dan

Tergugat dengan batas-batasnya:

- Sebelah utara : Tanah
- Sebelah Timur : Tanah
- Sebelah Selatan :semula berbatasan dengan Tanah milik

sekarang berbatasan dengan tanah milik
- Sebelah Barat : Tanah;

Menimbang, - bahwa demikian juga terhadap objek sengketa
sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatan point 2.10 (dua titik sepuluh)
yaitu sebidang tanah Hak Milik Adat yang dibeli pada tanggal 27 Desember
2013 yang merupakan sisa tanah seluas 111.5 tumbak atau seluas kurang lebih
1561 m? (seribu lima ratus enam puluh satu meter persegi) setelah dikurangi
luas tanah 1027 m? (seribu dua puluh tujuh meter persegi) sebagaimana dalam
Akta Jual Beli Nomor <No AJB>, maka sisa tanah seluas 534 m? (lima ratus
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tiga puluh empat meter persegi) tersebut itulah yang harus ditetapan sebagai
harta milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kabupaten Garut, dengan
batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah milik

- Sebelah Timur  : Tanah milik

- Sebelah Selatan : Tanah milik

- Sebelah Barat : Tanah milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka diktum
putusan Pengadilan Agama Garut mengenai objek sengketa pada poin 2.e dan

poin 2.j harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 3
yaitu: “Menetapkan secara hukum Penggugat dan Tergugat masing-masing
mendapatkan Y2 (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana
diterangkan pada angka 2 point 1, 2, 3,4 (huruf a, b, ¢) 5, 6, 7, 8,9, 10)” harus
dibaca bahwa Penggugat memohon agar terhadap harta bersama
sebagaimana tersebut dalam angka 2, poin 2.1 sampai dengan poin 2.12 tanpa
menyebutkan huruf a, b, ¢, karena senyatanya dalam posita gugatan dimaksud
tidak ada rincian harta bersama berupa a, b, c. Hal mana pula terhadap
permohonan penetapan % (seperdua) bagian masing-masing Penggugat dan
Tergugat terhadap harta bersama telah dipertimbangkan dengan tepat dan
benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu selanjutnya
pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal ini diambil alih

menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 6 yang meminta
agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar
Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan
putusan ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut telah mempertimbangkan
dalam putusannya dengan diktum menolak tuntutan tersebut, Majelis Hakim
Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum
tersebut karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut secara utuh
diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum bahwa perkara a quo
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adalah perkara harta bersama dimana pembagian harta bersama merupakan
pelaksanaan hak bersama antara mantan suami istri berdasarkan hukum
perkawinan dimana masing-masing mempunyai kewajiban yang sama untuk

melaksanakannya;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap petitum gugatan Pembanding
angka 7 yang meminta agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu
atau serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum dari
Terbanding maupun pihak ketiga lainnya, Majelis. Tingkat Banding

mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan putusan serta merta diatur dalam Pasal 180
HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 3 Tahun 2000 yang pada
pokoknya ‘menentukan harus adanya alas hak atas akta otentik, didasarkan
putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya uang jaminan
yang sama dengan objek yang akan dieksekusi tersebut belum memenuhi
kriteria yang ditentukan oleh hukum, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding
berpendapat tuntutan agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada

upaya hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding dalam memori
bandingnya mengenai bukti surat kwitansi dimana bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai walau secara materil
bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang hanya mempunyai
kekuatan sebagai bukti permulaan, namun demikian karena saksi-saksi
Terbanding yang keterangannya satu sama lain berkorelasi dan berhubungan
yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding benar
memilki harta bersama berupa tanah darat dan sawah ditempat lokasi obyek
sengketa tersebut, karenanya sesuai hukum -Majelis Hakim Tingkat Banding
berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti,

sehingga keberatan Pembanding haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa demikian juga dalil keberatan Pembanding
mengenai objek sengketa masih dalam keadaan terkait dengan pihak ketiga
sehingga harus melibatkan orang lain dalam gugatannya tersebut, Majelis
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Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam gugatan Harta Bersama yang
memuat tidak hanya satu tuntutan tentang pembagian harta bersama dan
hanya salah satu dari objek harta bersama yang ternyata ada kaitan pihak
ketiga, maka hal tersebut tidak menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak
atau plurium litis consortium, karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding

berpendapat keberatan Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya
tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding
tidak  berkewajiban  untuk  mempertimbangkan  keberatan-keberatan
Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik  Indonesia Nomor 143K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang
abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus

meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu;
DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa
pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi
adalah sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh
aspek fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan
mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan
lainnya. Oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh Majelis
Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. dan dengan
demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi harus
dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka putusan Majelis Hakim . Tingkat Pertama atau apa yang
dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh
karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding - menyetujuinya dan mengambil alih
serta menjadikannya pendapat sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Agama
Garut Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Grt. tanggal 22 Juni 2022 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 22 Dzulgaidah 1443 Hijriyah haruslah
dipertahankan dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagaimana
tersebut dalam putusan tersebut di bawabh;
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Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada
tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding
dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat -~ dan = memperhatikan segala = ketentuan peraturan

perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat
diterima;

II. Menguatkan = Putusan Pengadilan. Agama Garut Nomor <No
Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Grt tanggal 22 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 22 Dzulqoidah 1443 Hijriah dengan perbaikan amar, sehingga

berbunyi sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;

2. Menyatakan bahwa Harta-Harta tersebut di bawah ini merupakan Harta
bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berupa:

a. Sebidang tanah Hak Milik Adat terletak di Kabupaten Garut seluas
168 m? (seratus enam puluh delapan meter persegi) yang telah
berdiri bangunan rumah  lantai dua sebagaimana dalam Sertifikat
Nomor <No SHM>. NIB <No NIB> yang diterbitkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Garut tanggal 10 Juli 2013, dengan batas-

batas:

- Sebelah utara : Tanah milik
- Sebelah Timur > Tanah milik
- Sebelah Selatan : Tanah milik
- Sebelah Barat : Tanah milik

b. Sebidang tanah Hak Milik Adat Persil Nomor <No Persil> Kohir
Nomor <No Kohir> Kabupaten Garut, seluas 315 m? (tiga ratus lima
belas meter persegi), beli yang telah diterbitkan Akta Jual Beli
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Nomor <No AJB> yang dibuat pada tanggal 17 Mei 2018 dihadapan
Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat
Kabupaten Garut, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah
- Sebelah Timur : Tanah
- Sebelah Selatan . Tanah
- Sebelah Barat : Tanah;

. Sebidang tanah Hak Milik Adat Persil <No Persil> Kohir <No Kohir>
Kabupaten Garut seluas 280 m2 (dua ratus delapan puluh meter
persegi) beli, sekarang telah berdiri bangunan yang telah diterbitkan
Akta Jual Beli Nomor <No AJB> yang dibuat pada tanggal 30 April
2018 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)
Camat Kabupaten Garut, dengan batas-batas:

-Sebelah utara : Tanah
-Sebelah Timur Jalan
-Sebelah Selatan : Carik
-Sebelah Barat : Tanah;

. Sebidang tanah Hak Milik Adat Persil <No Persil>, Kohir <No
Kohir> Kabupaten Garut seluas 698 m? (enam ratus sembilan puluh
delapan meter persegi) beli, yang telah diterbitkan Akta Jual Beli
Nomor <No AJB> yang dibuat pada tanggal 06 Januari 2015
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)

Camat Kabupaten Garut, dengan batas-batas:

-Sebelah utara . Selokan
-Sebelah Timur : Tanah
-Sebelah Selatan : Tanah
-Sebelah Barat : Tanah;

. Sebidang tanah Hak Milik Adat-Persil <No Persil>, Kohir <No
Kohir> Kabupaten Garut, luasnya kurang lebih 481 m? (empat ratus
delapan puluh satu meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai
berikut:

- Sebelah utara : Tanah

- Sebelah Timur : Tanah
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- Sebelah Selatan : semula berbatasan dengan Tanah
sekarang berbatasan dengan tanah

- Sebelah Barat : Tanah;

Yang merupakan sisa penjualan pada tahun 2018 seluas kurang

lebih 294 m? (dua ratus sembilan puluh empat meter persegi) atau

seluas kurang lebih 21 (dua puluh satu) tumbak dari seluas 777 m?;
Sebidang tanah Hak Milik Adat yang terletak di Kabupaten Garut
seluas 282 ‘m? (dua ratus delapan puluh dua meter persegi)
sebagaimana dalam Sertifikat Nomor <No SHM>. NIB <No NIB>
yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, dengan
batas-batas

- Sebelah utara : Tanah milik
- Sebelah Timur : Tanah milik
- Sebelah Selatan : Tanah milik
- Sebelah Barat : Jalan Gang;

. Sebidang tanah Hak Milik Adat seluas 245 m? (dua ratus empat
puluh lima meter persegi) atau 17.5 tumbak yang telah berdiri
bangunan terletak di Kabupaten Garut yang dibeli pada tahun 2018,
dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah milik
- Sebelah Timur : Tanah milik
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Tanah milik;

. Sebidang tanah Hak Milik Adat terletak di Kabupaten Garut seluas
247 tumbak, atau seluas kurang lebih 3836 m? (tiga ribu delapan
ratus tiga puluh enam meter persegi) yang dibeli pada tahun 2014

dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah milik
- Sebelah Timur » Tanah milik
- Sebelah Selatan : Tanah milik
- Sebelah Barat : Tanah milik;

Sebidang tanah Hak Milik Adat yang dibeli pada tanggal 27

Desember 2013 seluas kurang lebih 1561 m? (seribu lima ratus
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enam puluh satu meter persegi) atau kurang lebih 111.5 tumbak
telah dibuatkan Akta Jual Beli Nomor <No AJB> tanggal 05 Maret
2014 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara (PPATS)
Camat Kabupaten Garut yaitu Sebidang tanah milik adat dengan
Persil <No Persil> Kohir <No Kohir> atau terletak di Kabupaten
Garut, dengan luas tanah--1027 m? (seribu dua puluh tujuh meter

persegi), dengan batas-batas:

-Sebelah utara : Tanah milik

- Sebelah Timur : Tanah milik dan tanah miik

- Sebelah Selatan : semula Tanah milik sekarang tanah milik
- Sebelah Barat : Tanah milik

Sebidang tanah Hak Milik Adat seluas 534 m? (lima ratus tiga puluh

empat meter persegi), dengan batas-batas;

- Sebelah utara : Tanah milik
- Sebelah Timur : Tanah milik
- Sebelah Selatan : Tanah milik
- Sebelah Barat : Tanah milik;

yang dibeli pada tanggal 27 Desember 2013 yang merupakan sisa
tanah seluas 111.5 tumbak atau seluas kurang lebih 1561 m? (seribu
lima ratus enam puluh satu meter persegi) setelah dikurangi luas
tanah 1027 m? (seribu dua puluh tujuh meter persegi) sebagaimana
dalam Akta Jual Beli Nomor <No AJB>, yang terletak di Kabupaten
Garut;

.. Sebidang tanah Hak Milik Adat hasil pembelian pada tanggal 28
Desember 2013 seluas 26.5 tumbak atau seluas kurang lebih 371 m?
(tiga ratus tujuh- puluh satu meter persegi) yang terletak di
Kabupaten Garut, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah milik
- Sebelah Timur : Tanah milik
- Sebelah Selatan : Tanah milik
- Sebelah Barat : Tanah milik;

Sebidang tanah Hak Milik Adat hasil pembelian pada tahun 2017
seluas 20 tumbak atau seluas kurang lebih 280 m? (dua ratus
delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kabupaten Garut
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5.

dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah milik
- Sebelah Timur : Tanah milik
- Sebelah Selatan : Tanah Jalan
- Sebelah Barat : Tanah milik

Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut pada petitum point 2,
(a, b, c, d, e, f, g, h, i,j, k. dan I) masing-masing, Penggugat Konvensi
mendapat ~bagian 50% ' (setengahnya) dan. Tergugat Konvensi
mendapat bagian 50% (setengahnya), dengan  ketentuan harus
mendapatkan harga sesuai penilaian “Appraisal, yaitu nilai harta
tersebut melalui proses analisa profesional;

Menghukum kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang
masing-masing telah menguasai harta bersama tersebut, untuk masing-
masing menyerahkan bagian harta bersama tersebut secara adil dan
merata sama nilai sesuai harga jual pasaran dan atau sesuai dengan
harga menurut Appraisal sebagaimana yang tercantum pada amar
point 3 dan jika tidak diserahkan secara natura (suka rela) maka akan
dijual secara in natura yaitu dijual lelang melalui Kantor lelang Negara
dan hasil lelang tersebut dibagi dua sama rata dan sama nilai;

Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar

biaya perkara ini sejumlah. Rp4.490.000,00 (empat juta empat ratus

sembilan puluh ribu rupiah);

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di

tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022

Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1444 Hijriah, oleh kami
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Drs. H. Subuki, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abd. Latif, M.H. dan
Drs. Hikmat Mulyana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang
ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 21 September 2022,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu
H. M. Hasan Shodiq A., S.H.l. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri
pihak Pembanding serta Terbanding;

Hakim Anggota Ketua Majelis
ttd ttd
Dr. H. Abd. Latif, M.H. Drs. H. Subuki, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. M. Hasan Shodiq A., S:H.I.

Perincian biaya perkara:
1. Biaya proses Rp130.000,00

2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
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Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,
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